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PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt, yang telah memberikan
berkah ilmu dan waktu untuk menyelesaikan Buku Saku
Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya. Sesuai
dengan visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) adalah
terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak
anak. Sedangkan misinya adalah meningkatnya
kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak.
Tujuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perllndungan Anak adalah:

Mewujudkan program dan kebijakan pemerintah

yang responsif gender,

Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak

perempuan,

Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak

anak,

Menjamin realisasi kebijakan pada sistem data yang

responsif gender dan sesuai dengan kepentingan

anak,

Mewujudkan manajemen yang akuntabel.

Visi, misi dan tujuan Kementerian PP dan PA lahir akibat
masih tingginya gap antara perempuan dan laki-laki
dalam memperoleh kesempatan berpartisipasi, baik yang
terkait dengan kebijakan publik, maupun akses terhadap
peningkatan kapasitas. Data tahun 2014 tentang
Peringkat Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) secara
nasional menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan
berada pada peringkat 17 dari seluruh provinsi di
Indonesia dengan persentase sebesar 66,76 %,
(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, 2015, h.51).
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Data empirik di atas mengimplikasikan adanya
kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan
dalam mengambil peran dalam kehidupan sosial dan
bernegara. Realitas tersebut membutuhkan intervensi
yang proporsional dan tepat serta terus-menerus agar
antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan
kecuali pada hal-hal yang memang harus berbeda.

Gender, sebagai isu yang mendiskusikan implikasi yang
ditimbulkan oleh perbedaan jenis kelamin, menempati
posisi yang sangat strategis dalam membangun
peradaban. Karena itu, agama juga memberikan porsi
yang sangat spesial bagi persoalan gender. Al-Qur'an dan
Sunnah memberikan pembahasan yang amat serius
dalam menentang diskriminasi dalam memandang
antara laki-laki dan perempuan. Kitab Fikih, bahkan
menyebutkan di dalamnya mengenai perempuan yang
menempati pembahasan yang khusus, baik yang terkait
dengan kekhususannya yang berimplikasi hukum,
maupun posisi perempuan di ruang domestik dan publik,
termasuk etika perempuan ketika berinteraksi dalam
masyarakat dibahas secara serius oleh ulama klasik
hingga modern.

Sejarah memang pernah menempatkan perempuan pada
posisi kedua di bawah laki-laki, tetapi itu hanya faktor
budaya atau tradisi yang tendensius secara ekstrem.
Setelah Nabi Muhammad saw. membawa Islam, maka
perempuan dimuliakan dan dipertemukan kembali
dengan martabatnya yang selama ini seolah terinjak-
injak oleh laki-laki. Hingga hari ini tradisi yang
diskriminatif itu masih berpengaruh kuat di sebagian
wilayah Nusantara. Maka tidak heran jika dikuantifikasi
maka angka-angka masih berpihak kepada kaum laki-
laki, dengan beberapa pengecualian, misalnya tingkat
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partisipasi sekolah menengah yang semakin “memihak”
kepada siswa perempuan.

Bagaimana Islam dan kearifan lokal mendudukkan laki-
laki dan perempuan pada posisinya masing-masing dan
hubungan antara keduanya, baik dalam ruang domestik
maupun publik, hal-hal inilah yang akan diinformasikan
dalam buku saku yang ada di hadapan pembaca.

Mengapa buku saku, karena seringkali masyarakat yang
mestinya membaca informasi tersebut menjadi
terabaikan hanya karena alasan tidak ada waktu dan
terlalu serius. Buku saku ini hadir agar informasi tentang
kajian gender tidak terlalu menyita waktu dan
keseriusan membaca, tetapi tetap menyuguhkan
informasi yang amat penting bagi terwujudnya
harmonisasi antar laki-laki dan perempuan. Wallahu
a’lam.

Tim Penulis
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SAMBUTAN REKTOR

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
sebagai Kampus Peradaban Islam berusaha untuk
menggiatkan segala unsur dalam kegiatan akademik dan
non-akademik dalam kerangka Pencerahan, Pencerdasan
dan Prestasi.

Sebagai institusi yang mengedepankan kesetaraan dalam
budaya akademik, UIN Alauddin Makassar juga tetap
memposisikan penghargaan kepada persamaan hak dan
kewajiban bagi setiap individu civitas akademiknya.

Oleh karena itu, hadirnya Buku Saku Kontekstualisasi
Gender, Islam dan Budaya dalam ranah Kemitraan
Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar
akan memberikan gambaran nyata mengenai kepedulian
institusi ini dalam Pengarusutamaan Gender di
Indonesia.

Samata, Juli 2016
Rektor

Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si
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BAB I
PENDAHULUAN

Mengapa buku saku ini diterbitkan?

Penerbitan buku saku ini secara umum merupakan
tanggapan atas persoalan-persoalan yang berkaitan
dengan gender dan kesetaraan gender yang terjadi di
sekitar kita di Sulawesi Selatan. Wacana gender menjadi
perbincangan publik sejak Konferensi Internasional
tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Gender
menjadi perhatian lebih luas lagi ketika Presiden
Abdurrahman Wahid mengeluarkan Inpres (Instruksi
Presiden) no.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam seluruh kebijakan negara.

Pengarusutamaan Gender merupakan cara untuk
mencapai keadilan gender yang meliputi kesempatan,
partisipasi seimbang dan pelibatan dalam pengambilan
keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan
dan kesejahteraan yang sama dan seimbang antara laki-
laki dan perempuan. Jika keadilan gender terpenuhi,
maka akan tercapai kesetaraan gender dimana laki-laki
dan perempuan memiliki posisi dan status yang setara.

Dengan demikian, keadilan gender dan kesetaraan
gender merupakan bagian dari kesetaraan sosial dimana
setiap warga negara terlepas dari perbedaan ras/etnis,
agama, kelas ekonomi, gender serta usia sehingga
mempunyai hak yang sama. Pemahaman tentang hak
selalu terkait dengan kewajiban. Individu merupakan
pemilik hak secara konstitusi, sedang negara beserta
jajaran pemerintahan, masyarakat, termasuk organisasi
masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan serta
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kelompok sosial lain merupakan pemangku kewajiban.
Setiap individu merupakan warga negara dan warga
masyarakat serta anggota kelompok sosial lain. sebagai
pemilik hak sekaligus sebagai pemangku kewajiban yang
disebut asas resiprositas atau saling menerima dan
memberi.

Adapun secara Kkhusus, penerbitan buku saku ini
merupakan salah satu inovasi dan alat yang diciptakan
atas dukungan SILE terkait dengan pelaksanaan program
kepemimpinan dalam masyarakat Islam yang disebut
Supporting Islamic Leadership in Indonesia/Local
Leadership for Development atau disingkat SILE/LLD
yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pemerintah
Kanada melalui bantuan internasional lembaga DFATD.
Adapun tujuan SILE adalah untuk mengembangkan
kapasitas UIN Alauddin dan Organisasi Masyarakat Sipil
dalam melakukan kerja sama dengan Komunitas dengan
memperkenalkan suatu model baru yang dianggap lebih
efektif dibandingkan model-model lain yang
konvensional. Program ini dirancang guna mencapai tata
kelola demokratis pada level pemerintahan lokal.
Kerjasama ini merupakan wujud solidaritas global yang
tercakup dalam pencapaian Tujuan Pembangunan
Milenium (Millennium Development Goals) Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Dalam pelaksanaannya, program ini
dilakukan melalui dua universitas di bawah Kementerian
Agama Republik Indonesia, yaitu Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Sulawesi Selatan
dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
(UINSA) Jawa Timur.

Pelaksanaan program Kkerjasama tersebut mengatur
hubungan kerjasama antara UIN Alauddin Makassar,
Organisasi Masyarakat Sipil dan SILE harus berpedoman
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pada Kebijakan Negara Republik Indonesia yaitu
diarahkan untuk membantu kelompok miskin,
meningkatkan partisipasi kelompok marginal serta
mendukung tercapainya tujuan Inpres No. [/Tahun 2000
tentang keadilan dan kesetaraan gender.

Berbagai kajian yang dilakukan di Indonesia
mengindikasikan bahwa tantangan dalam mendorong
tercapainya keadilan dan kesetaraan gender adalah
adanya pandangan berbeda pada laki-laki dan
perempuan terkait dengan hak, kewajiban, peran dan
kedudukan sosialnya. Perbedaan tersebut berakar dari
bervariasinya pemahaman pada konteks nilai budaya
dan norma sosial yang banyak dilandaskan pada ajaran-
ajaran agama, terutama agama Islam yang secara
mayoritas diyakini oleh masyarakat Indonesia.

Apa tujuan buku saku ini diterbitkan?

Secara umum, buku ini dimaksudkan untuk memberi
jawaban yang konkrit dan ringkas tentang berbagai
ragam pemahaman masyarakat tentang gender,
kaitannya dengan agama dan budaya masyarakat
Bugis Makassar,

Secara khusus, buku ini dapat menjadi rujukan bagi
para pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan isu-
isu gender terutama pada kegiatan mereka pada
tingkat masyarakat dalam sosialisasi isu gender
seperti masalah kesetaraan kesempatan, partisipasi
dan pengambilan keputusan bagi laki-laki dan
perempuan dalam mendorong peningkatan tata kelola
demokratis di tingkat daerah,
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Buku ini, dirancang dalam bentuk buku saku untuk
memudahkan pembaca dalam memahami pengertian
dan konsep gender secara umum dalam perspektif
agama dan budaya Bugis Makassar di Sulawesi Selatan
yang selama ini masih kurang dipahami.

Siapa pengguna buku saku ini?

Pengguna buku ini terutama ditujukan kepada para
Civitas Akademik UIN Alauddin Makassar yang
melakukan pekerjaan kemitraan universitas-masyarakat,
para praktisi dari kalangan organisasi masyarakat sipil /
LSM, para muballigh dan para pemerhati masalah gender
di Sulawesi Selatan.
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BAB II
KONSEP DASAR GENDER

Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

Apakah pengertian jenis kelamin?

Jenis kelamin adalah perbedaan biologis laki-laki dan
perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi
reproduksinya. Laki-laki memiliki penis, testis, jakun dan
sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, indung
telur dan payudara. Laki-laki lewat spermanya
membuahi indung telur perempuan. Perempuan
mengalami menstruasi, mengandung/hamil, melahirkan
dan menyusui. Alat dan fungsi ini adalah pemberian
Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan.

Apakah pengertian gender?

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan
perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural
yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang
dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat
dipertukarkan.

Apakah gender hanya berarti perempuan?

Jawabnya adalah tidak serupa. Namun, dalam
masyarakat, bahkan di kalangan pejabat pemerintah dan
bahkan kalangan akademisi masih banyak terjadi
penyamaan gender dengan perempuan. Dari penjelasan
ini, gender tidak sama dengan perempuan tetapi
mencakup baik laki-laki maupun perempuan.
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Mengapa gender seringkali diartikan dengan
perempuan?

Selama ini berbagai kegiatan dan aktifitas yang berkaitan
dengan gender selalu ditujukan untuk kaum perempuan
sebagai kelompok yang lebih tertinggal dari laki-laki
dalam proses pengambilan keputusan, posisi penting
dalam politik, pemerintahan maupun dalam keluarga.
Pada dasarnya, kesetaraan gender itu untuk laki-laki dan
perempuan.

Apa itu sifat, peran, dan ranah berdasarkan gender?
Sifat gender adalah sifat dan perilaku yang diharapkan
pada laki-laki dan perempuan berdasarkan pada nilai,
budaya dan norma masyarakat pada masa tertentu.

Peran gender adalah apa yang harus, pantas dan tidak
pantas dilakukan laki-laki dan perempuan berdasarkan
pada nilai, budaya dan norma masyarakat pada masa
tertentu. Misalnya, laki-laki bekerja untuk mencari
nafkah, pemimpin, direktur, presiden, sedangkan
perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga (memasak,
mencuci dan mengasuh anak), guru, perawat, sekretaris
dan sejenisnya.

Ranah gender adalah ruang bagi laki-laki dan
perempuan untuk melakukan perannya. Ranah ini
membedakan ranah domestik dan publik. Ranah
domestik adalah wilayah keluarga misalnya dapur,
sumur dan kasur, sedangkan wilayah publik adalah
wilayah umum dimana peKkerjaan produktif dan
ekonomis seperti bekerja di kantor, pasar, mall, dan lain-
lain.
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Apakah itu budaya patriarki?

Patriarki (English: patriarchy) adalah sebuah system
struktur sosial dan prakteknya dimana laki-laki
mendominasi, menekan dan mengeksploitasi perempuan
(Walby: 1990). Dominasi laki-laki terhadap perempuan
berawal dari perbedaan biologis yang dimilikinya. Laki-
laki dianggap kuat karena memiliki otot sedangkan
perempuan dianggap lemah. Sebagai struktur sosial dan
pelaksanaan, budaya patriarki mengalami pergeseran
mengikuti perubahan sosial yang ada dalam masyarakat.
Perbedaan biologis tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk
menjadikan perempuan sebagai mahluk yang tak
berdaya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan
technology bisa memberdayakan perempuan untuk
melakukan tugasnya.

Apa pengertian pembagian kerja berdasarkan gender
dalam kelompok masyarakat tertentu?

Pembagian  kerja  berdasarkan gender adalah
pendelegasian tugas, hasil dan nilai yang berbeda antara
laki-laki dan perempuan sesuai dengan harapan, nilai
dan norma masyarakat. Pembagian kerja ini bersifat
produktif dan reproduktif dan dilakukan dalam ranah
domestik, sosial dan publik. Pembagian kerja berbasis
gender dapat beragam berdasarkan kelompok
masyarakat tertentu di bawah ini.

Masyarakat Pertanian

Masyarakat pertanian memiliki pembagian kerja yang
sangat khas dimana tidak terjadi perbedaan ranah
gender dari produksi dan reproduksi yang terpisah
karena bersatunya tempat tinggal dan tempat mencari
nafkah dalam satu lingkungan. Oleh sebab itu, kelompok
petani memiliki keleluasaan pembagian peran antara
laki-laki dan perempuan, meski ada beberapa jenis
pekerjaan yang dikhususkan pada laki-laki seperti
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membajak sawah dan memelihara ternak dan pekerjaan
khusus perempuan seperti menanam dan memanen hasil
pertanian seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Sekelompok perempuan bersiap memanen padi
dan dua orang laki-laki membajak sawah.

Dalam keluarga, mereka memiliki keleluasaan peran
kerja yang dapat dilakukan secara bergantian oleh laki-
laki dan perempuan, termasuk membersihkan rumah
dan mengasuh anak-anak. Meski demikian, pada
umumnya perempuan bertanggung jawab terhadap
pengelolaan makanan.

Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan memiliki kekhasan pembagian kerja
karena terpisahnya ranah produktif dan reproduktif
serta ranah sosial. Biasanya peran produktif dibagi
menjadi dua: laki-laki bertugas sebagai pencari ikan dan
perempuan bertugas untuk menjualnya di pasar atau
mengolahnya di rumah. Pada daerah-daerah tertentu,
dapat dilihat penjual ikan semuanya adalah kaum
perempuan, dan hanya sedikit kaum laki-laki (yang
memang tidak bertugas sebagai pencari ikan). Walaupun
tidak berlaku umum di semua daerah nelayan, namun
beberapa daerah pesisir (misalnya di Sulawesi Selatan),
pencari ikan dan penjual ikan masih dipegang oleh laki-
laki, sedangkan perempuan hanya bertugas di rumah
sebagai pengurus keluarga.
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Gambar 2. Kaum laki-laki sedang mendorong prahu ke
pinggiran setelah melaut dan Kaum perempuan sedang
menjajakan dagangan ikan di pasar

Masyarakat Pedagang

Masyarakat pedagang merupakan kelompok dengan
basis produksi pada pertukaran barang. Pada
masyarakat pedagang tradisional, perempuan
mendominasi aktifitas perdagangan seperti tergambar
dalam pasar tradisional. Oleh sebab itu, perempuan
memiliki peran ekonomis yang besar dibandingkan laki-
laki. Dalam masyarakat pedagang di pedesaan, laki-laki
lebih banyak mengelola pertanian. Namun dalam
masyarakat perdagangan di perkotaan, perempuan
mendominasi aktifitas bisnis dari hulu ke hilir,
sedangkan para laki-laki melakukan peran sosial-politik
atau mengelola pendidikan. Hal ini juga terlihat pada
masyarakat Sulawesi Selatan, contohnya pada suku Bugis
yang terkenal sebagai suku pedagang. Aktivitas bisnis
berskala kecil menengah (pedagang di pasar, warung di
rumabh, industri rumahan) umumnya dikelola oleh kaum
perempuan seperti pada gambar di bawah ini, sedangkan
kaum laki-laki dominan bekerja di kantor atau menjadi
pemimpin politik lokal (misalnya kepala desa, aparat
desa, kepala dusun, ketua RW, ketua RT dan
sebagainya).
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Gambar 3. Seorang ibu yang sedang men]a]akan dagangan
sayuran dan bumbu dapur di pasar tradisional

Masyarakat Pekerja Perkotaan

Masyarakat ini muncul bersamaan dengan proses
modernisasi dan industrialisasi yang menciptakan
daerah perkotaan dengan berbagai produktifitasnya
berbasis pada gaji dan upah. Masyarakat ini
memunculkan bentuk masyarakat baru yang bersifat
modern dengan meninggalkan budaya patriarki. Pada
masyarakat inilah, ranah gender dibedakan secara tegas
antara ranah publik yang produktif dan ranah domestik
yang reproduktif. Pada awalnya, masyarakat ini
membedakan tugas mencari nafkah produktif pada
suami dan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun,
dengan terbukanya pendidikan yang sama bagi laki-laki
dan perempuan menjadikan mereka juga dapat
berkiprah di sektor publik.

Idealnya, kesempatan yang sama meraih pendidikan,
aktualisasi diri dan berkarir, pembagian kerja berbasis
gender tidak lagi mengikuti pembagian tugas lama pada
awal abad ke-20. Laki-laki tidak lagi harus menjadi
pencari nafkah utama, dan perempuan tidak lagi hanya
mengurus rumah tangga dan anak-anak.
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Kecenderungannya adalah semuanya harus dikerjakan
secara bersama-sama, karena baik laki-laki maupun
perempuan berpeluang untuk bekerja di bidang yang
sama dalam meningkatkan karir. Bahkan, dalam kasus-
kasus tertentu perempuan cenderung lebih unggul
daripada laki-laki, karena pada masyarakat urban,
banyak bidang pekerjaan tidak lagi mengandalkan
kekuatan fisik yang menjadi keunggulan laki-laki.
Kemampuan analitis dan multitasking yang cenderung
dimiliki oleh perempuan dapat menempatkan mereka
melampaui laki-laki.

Namun demikian, budaya patriarkis masih sedikit
mempengaruhi peran antar gender di masyarakat urban.
Misalnya, walaupun sepasang suami isteri bekerja
sebagai dosen di sebuah universitas yang sama, di mana
di tempat kerja posisi mereka sama, akan tetapi pada
saat pulang ke rumah, dosen perempuan harus
melakukan peran gender produktif seperti mengerjakan
pekerjaan rumah tangga dan melakukan urusan anak-
anak dan sebagainya.

Apakah relasi gender dapat berubah?

Sifat, peran, kerja, kedudukan dan ranah gender dapat
berubah karena perubahan masyarakat terhadap
pendidikan, politik, ekonomi yang mengharuskan
perubahan nilai budaya dan norma sosial. Dahuly,
seorang perempuan yang keluar rumah sendirian
dianggap melanggar nilai budaya dan norma sosial,
tetapi saat ini perempuan dapat leluasa pergi sendiri
dengan sepeda motor menuju sekolah, perkantoran,
aktifitas ekonomi dan politik. Sebaliknya, di masa lalu,
laki-laki dipandang tabu memasak di dapur, tetapi saat
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ini laki-laki dapat menjadi koki handal seperti yang ada
di televisi, restoran dan perhotelan. Semakin banyak pula
laki-laki yang menjadi desainer dan penjahit yang dahulu
dianggap sebagai peran gender perempuan. Dahulu
perempuan hanya cocok menjadi sekretaris atau
perawat, sekarang perempuan dapat menjadi direktur
dan dokter, rektor hingga presiden. Demikian pula
sebaliknya, ada laki-laki yang menjadi sekretaris dan
menjadi perawat, dan seterusnya meskipun banyak laki-
laki yang menolak sampai sekarang.
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BAB III
GENDER SEBAGAI KEBIJAKAN
PEMERINTAH INDONESIA

Apa itu kebijakan negara?

Kebijakan negara adalah keputusan yang diambil oleh
negara melalui perangkat legislatif, eksekutif dan
yudikatif dalam rangka memenuhi hak konstitusi warga
negara berdasarkan UUD 1945, undang-undang dan
peraturan lainnya. Salah satu contoh kebijakan Negara
yang dibuat oleh eksekutif adalah Instruksi Presiden
No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender pada
semua sektor pembangunan.

Mengapa kebijakan negara harus mengindahkan
tanggung jawab umum dan universal?

Sejak disepakatinya pembentukan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) tahun 1948, maka kebijakan suatu negara
juga harus mengindahkan nilai-nilai yang berlaku
universal serta menjalankan tanggung jawab atau
kewajiban universal. Kewajiban universal didasarkan
pada konvensi atau kesepakatan yang dibuat dan
disahkan oleh anggota PBB, termasuk Indonesia,
Malaysia, Saudi Arabia, Mesir, Amerika Serikat, Inggris,
Perancis, Iran, Jerman, Rusia, Cina dan sebagainya.
Konvensi atau Kkesepakatan tersebut menjamin
tercapainya keadilan dan kesetaraan manusia melalui
pemenuhan haknya, yaitu terbebas dari segala bentuk
penjajahan, penindasan dan kekerasan fisik, mental dan
seksual. Demikian juga terpenuhinya hak kesehatan,
pendidikan, politik dan ekonomi, serta partisipasi sosial
dan budaya.
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Mengapa gender menjadi tanggung jawab dan
kewajiban umum secara universal ?

Gender menjadi tanggung jawab dan kewajiban umum
secara universal karena masyarakat yang
mengkonstruksi sifat, peran, pembagian kerja dan ranah
gender memiliki budaya yang berbeda-beda. Hal ini
dapat berpengaruh pada pelaksanaan dan penerimaan
manfaat kebijakan dan tanggung jawab umum terhadap
laki-laki dan perempuan. PBB sebagai badan dunia wajib
memastikan bahwa kesejahteraan itu dinikmati oleh laki-
laki dan perempuan seluruh dunia secara adil. Meskipun
demikian, kesenjangan gender antara laki-laki dan
perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masih
banyak dijumpai. Kesenjangan gender perlu dihilangkan
melalui program-program keadilan dan kesetaraan
gender yang dilaksanakan di seluruh dunia dan dipantau
secara berkala oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Mengapa gender diperbincangkan di Indonesia?
Gender diperbincangkan di Indonesia karena gender
dikaitkan dengan masalah hak dan kewajiban laki-laki
dan perempuan sebagai warga negara yang dijamin oleh
konstitusi UUD 1945 seperti hak mendapatkan
perlindungan keamanan, hak hidup, hak pendidikan, hak
politik, hak ekonomi dan hak-hak lainnya. Dihadapan
konstitusi, setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki
maupun perempuan dari ras, etnis, agama, kelas
ekonomi, memiliki hak yang sama dalam memperoleh
kesejahteraan. Pada Kkenyataannya, masih terdapat
perbedaan capaian kesejahteraan dalam pembangunan
di Indonesia, misalnya di bidang politikpersentasi
perempuan di DPR 2004-2009 hanya 11.80 dan sedikit
meningkat pada periode 2009-2014 yaitu 18.04 persen
(UNDP: 2010). Diagram berikut menunjukkan bagaimana
ketimpangan keterwakilan perempuan di DPR RI dari
tahun 1977 - 2009 (Dzuhayatin, 2012)
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KETERWAKILAN PEREMPUAN &
LAKI-LAKI di DPR RI 1977-2009
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Diagram 1. Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI
1997-2009

Keterwakilan politik berbasis gender di atas
menunjukkan ketertinggalan perempuan jauh dari laki-
laki. Keterwakilan perempuan di DPR Sulawesi Selatan
tahun 2009 juga sangat sedikit yaitu hanya 13, 94%. Hal
ini bisa dilihat pada chart berikut ini

( )

B Perempuan /'

13,94 %

B Laki-laki
86,06 %

J

Diagram 2. Persentase Anggota DPRD Tingkat II Provinsi
Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin di 2009
(BPPKP 2010)

Pada aspek yang lain seperti ketenagakerjaan dan posisi
jabatan tinggi seperti menteri, gubernur, rektor, direktur
dan lain-lain, perempuan juga masih tertinggal. Di sisi
yang lain, masih banyak laki-laki yang enggan mengambil
bagian tugas kerumahtanggaan karena adanya anggapan
bahwa tugas itu merupakan kodrat perempuan.
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Apa itu kesenjangan gender?

Kesenjangan gender adalah perbedaan kondisi dan
capaian pada aspek-aspek hak-hak dasar warga negara
seperti kesehatan, pendidikan, perekonomian dan
politik. Kesenjangan gender disebabkan oleh bias gender,
yaitu perlakuan yang tidak sama dalam memperoleh
kesempatan, partisipasi, pengambilan keputusan
berdasarkan jenis kelamin dan peran gender seseorang.

Apa itu diskriminasi gender?

Diskriminasi gender adalah perlakuan berbeda karena
gender pada kesempatan, keterlibatan atau partisipasi
yang sama yang menimbulkan kerugian dan
ketidakadilan bagi salah satu pihak, baik kepada pihak
laki-laki atau pihak perempuan. Oleh sebab itu, negara
harus memiliki kebijakan dalam upaya menghilangkan
kesenjangan gender, sehingga tercapai keadilan dan
kesetaraan gender.

Apa itu Kesetaraan gender?

Kesetaraan gender adalah perlakuan yang sama bagi
laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama di
dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan atau
partisipasi dan  pengambilan  keputusan serta
keterjangkauan manfaat pembangunan dan
kesejahteraan. Kesetaraan gender adalah kesamaan
kondisi  bagi laki-laki dan perempuan untuk
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai
manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam
kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati
hasil pembangunan tersebut (INPRES No.9 Tahun 2000).
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Apa itu keadilan gender?

Keadilan gender adalah suatu proses untuk mendapat
posisi, peran atau kedudukan yang adil bagi laki-laki dan
perempuan. Untuk mencapai keadilan gender itu
dilakukan dengan perlakuan yang sama atau perlakuan
berbeda kepada laki-laki dan perempuan berdasarkan
kebutuhan masing-masing. Keadilan gender adalah suatu
proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan
perempuan (INPRESNo0.9 Tahun 2000).

Bagaimana keadilan dan kesetaraan gender dapat
tercapai?
Keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai melalui
beberapa cara termasuk kebijakan negara. Beberapa
kebijakan Negara telah dibuat dengan pembentukan
undang-undang yang dapat menjamin tercapainya
keadilan dan kesetaraan gender, dari tingkat pusat
sampai daerah adalah sebagai berikut:
Pancasila, Sila kedua “kemanusiaan yang adil dan
beradab” dan Sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”.
Undang-undang Dasar 1945
UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita. Pasal 27: “setiap warga
Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama”
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional.
Kemendagri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman
umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Daerah.
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Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan
nasional adalah strategi yang dilakukan secara rasional
dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan
gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia. PUG
dilakukan melalui kebijakan dan program yang
memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan
permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang
kehidupan dan pembangunan. PUG merupakan strategi
untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh
kebijakan, program dan proyek di seluruh sektor
pembangunan telah memperhitungkan dimensi/aspek
gender, yaitu melihat laki-laki dan perempuan sebagai
pelaku (subyek dan bukan obyek) yang setara dalam
akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta
dalam memanfaatkan hasilnya (INPRES No. 9/2000).

Bagaimana prinsip PUG harus dilaksanakan?
Setiap kebijakan, program, kegiatan dan pelayanan
publik berdampak pada laki-laki dan perempuan.
Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan peran
gender, pengalaman, permasalahan, kebutuhan dan
kepentingan yang berdampak pada kesempatan atau
akses, keterlibatan atau partisipasi, pengambilan
keputusan atau Kkontrol terhadap sumber daya
strategis.
Keadilan dalam kebijakan dan program adalah
memperlakukan sama setiap orang dalam kondisi
sama.
Memperlakukan ‘berbeda’ kepada pihak yang kurang
beruntung agar bisa mengejar ketertinggalannya
(tindakan afirmasi). Peran-peran publik laki-laki jauh
lebih maju daripada perempuan, seperti di bidang
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politik, sehingga perempuan harus diberikan
perlakuan berbeda dengan misalnya memberikan
kuota 30 persen dari jumlah kursi di DPR/DPRD?
supaya partisipasi perempuan di bidang politik lebih
meningkat.

Bagaimana maksud tindakan afirmasi menuju
kesetaraan?

Tindakan afirmasi menuju kesetaraan adalah
memberikan perlakuan berbeda, misalnya, perempuan
diberi hak cuti haid, hamil dan melahirkan sehingga
mereka tetap dapat memberikan kontribusi pada negara
melalui pekerjaannya dan sekaligus memenuhi peran
reproduksi yang bersifat kodrati. Negara mendorong
terjadinya kerjasama yang setara antara laki-laki dan
perempuan sebagai suami-isteri dalam melaksanakan
peran-peran gender seperti pekerjaan rumah tangga,
pengasuhan anak yang tidak bersifat kodrati sehingga
mereka dapat berkarir bersama dan memiliki kehidupan
keluarga yang bahagia, sejahtera dan setara.

Di samping itu, negara berkewajiban mendorong
masyarakat mengedepankan nilai-nilai budaya dan
norma masyarakat yang luhur seperti penghormatan
terhadap perbedaan gender, hubungan gender yang adil
dan saling menolong serta menyingkirkan sifat
merendahkan, mempertahankan pola hubungan hirarkis,
tidak setara serta sifat ingin dilayani dan mendominasi.
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Gambar 4. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan
dua orang anak sedang bekerja sama mempersiapkan
makanan di dapur

Oleh sebab itu, negara perlu mendorong dilakukan kajian
terhadap hambatan dan tantangan dalam
mengedepankan nilai-nilai budaya dan norma
masyarakat yang luhur terhadap budaya serta sumber-
sumber nilai budaya seperti filsafat atau pandangan
budaya, termasuk pandangan budaya yang didasarkan
pada pemahaman ajaran agama.
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BAB IV
GENDER DALAM BUDAYA
BUGIS-MAKASSAR SULAWESI SELATAN

Potret Gender di Sulawesi Selatan secara Sosio
Ekonomi

Potret gender di Sulawesi Selatan secara sosio
ekonomismenunjukkan adanya kesenjangan antara laki-
laki dan perempuan. Perempuan masih tertinggal jauh
dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini bisa dilihat dari
rasio penduduk Sulawesi Selatan yang melek huruf pada
tahun 2009 yaitu 91,39% laki-laki dan hanya 86%
perempuan. Begitu pula, rasio angkatan kerja antara laki-
laki jauh lebih banyak dari perempuan baik di perkotaan
lebih-lebih di pedesaan (BPPKB SULSEL 2010). Di bidang
kesehatan, angka harapan hidup perempuan 72,03
tahun, lebih tinggi dibanding laki-laki 68,08 tahun, tetapi
status gizi perempuan masih merupakan masalah dan
juga Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 79/100.000
kelahiran hidup. Selanjutnya, di bidang ekonomi, tingkat
partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih
tinggi (62,17%) dari pada perempuan (37,83%),
sumbangan pendapatan perempuan hanya sebesar
29,14% dibanding laki-laki yang sudah mencapai
70,86%. Di bidang politik keterlibatan perempuan di
parlemen baru mencapai 16,00%. Korban tindak
kekerasan (KTK) pada usia dewasa, lebih tinggi dialami
oleh perempuan sebanyak 991 orang dibanding laki-laki
yang hanya berjumlah 132 orang (Sundari, 2010).
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Konsep apa saja yang serupa dengan Konsep Gender
yang dikenal oleh masyarakat Bugis-Makassar?
Ada beberapa istilah dalam budaya masyarakat Sulawesi
Selatan yang memiliki makna yang hampir sama dengan
konsep gender, misalnya:
Budaya Bugis mengenal istilah  Makkunrai
(perempuan) dan oroané (laki-laki), bainé (isteri) dan
lakkai (suami), Calalai (perempuan menyerupai laki-
laki) dan calabai (laki-laki yang menyerupai
perempuan).
Budaya Makassar mempunyai istilah bainé dan
bura’né (perempuan dan laki-laki atau isteri dan
suami).

Bagaimana konsep gender dalam kehidupan keluarga
di Sulawesi Selatan?

Di Sulawesi Selatan, norma sosial gender dalam
pernikahan sangat memperhatikan nilai-nilai kesetaraan
antara laki dan perempuan. Kata pernikahan disebut
siala (Bugis) atau sialle’ (Makassar) yang berarti saling
mengambil. Pernikahan antara pihak laki-laki dan
perempuan berarti saling mengambil satu sama lain.
Pelaksanaan Siala atau saling mengambil itu pada
umumnya pihak perempuan yang mengambil pihak laki-
laki. Hal ini disebabkan karena umumnya laki-laki yang
baru menikah tinggal di rumah orang tua mempelai
perempuan.

Beberapa istilah Bugis Makassar dalam pernikahan yang
mengandung nilai-nilai kesetaraan gender yaitu
mallaibiné (berkeluarga), sipubainé atau sipulakkai
(Bugis) dan sikalaibiné (Makassar) yang berarti suami
istri dan assikalaibineng artinya rumah tangga. Kata
sikalaibine adalah kombinasi kata si yang berarti saling.
Kata lai berarti laki dan kata bainé berarti perempuan.
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Jadi sikalaibine berarti saling mengambil antara laki-laki
dan perempuan.

Gambar 5. Pengantin laki-laki dan perempuan dalam busana

adat Bugis Makassar

Adakah kesetaraan gender dalam prosesi pernikahan
di Sulawesi Selatan?

Prosesi pernikahan di Sulawesi Selatan umumnya
memihak pada perempuan. Hampir semua penentuan
dan pengambilan keputusan dilakukan di rumah
perempuan, diantaranya:

1.

Mappettu ada (Bugis: tunangan dan penentuan mahar,
uang belanja dan jadwal serta tempat pelaksanaan
prosesi pernikahan) dilaksanakan di rumah mempelai
perempuan.

. Mappenre doi (Bugis: pihak mempelai laki-laki

mengantar uang belanja kepada pihak mempelai
perempuan).

. Nikah  (ijab  kabul  pernikahan)  umumnya

dilaksanakan di rumah mempelai perempuan.Ini
artinya, pihak perempuan memiliki kedudukan yang
penting karena prosesi pernikahan bukan hal biasa
tapi merupakan hal yang dijunjung tinggi di dalam
masyarakat Sulawesi Selatan.
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Mappasikarawa atau mappasiluka (Bugis:
mempertemukan mempelai laki-laki dan perempuan)
itu dilakukan di rumah mempelai perempuan. Dalam
prosesi ini mempelai laki-laki diantar oleh
ambebotting  (laki-laki yang dituakan) atau
indobotting (perempuan yang dituakan) mendatangi
mempelai perempuan di kamarnya. Pertemuan
pertama ini dianggap penting dan secara adat
dijadikan sebagai patokan soal siapa yang
mendominasi dalam kehidupan rumah tangga nanti.

Gambar 7. Prosesi Pernikahan Mappasikarawa didampingi
oleh Indobotting
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Pembagian peran gender dalam budaya
masyarakat Bugis Makassar

Pada dasarnya, budaya masyarakat Bugis Makassar
memiliki norma-norma pembagian peran laki-laki dan
perempuan. Apabila masing-masing pihak laki-laki dan
perempuan menjalankan peran mereka sesuai dengan
norma, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian di
dalam rumah tangga. Suami berperan sebagai pangulu
bola (Bugis: kepala rumah tangga) dan sebagai passappa
dallé (Bugis: pencari nafkah untuk keluarga). Karena
peran laki-laki sebagai pencari nafkah, maka laki-laki
yang akan menikah disyaratkan mampu “mattuliliwi
dapureng wékka pétu” (Bugis: mengelilingi dapur tujuh
kali, Idrus: 2003). Ini berarti laki-laki wajib memiliki
kemampuan untuk mengepulkan asap dapur
keluarganya, dan di samping berkewajiban pula
memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Gambar 8. Peran perempuan dalam rumah tangga dalam
persepsi umum

Sedangkan perempuan berperan sebagai to ri bola atau
panganruan bola atau pajjaga bola atau pajjaga bili’
(Bugis: penjaga rumah) dan berperan juga sebagai I
Mattaro (Bugis: bendahara dan pengatur rumah tangga).
Olehnya itu, perempuan yang akan menikah disyaratkan
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misseng dapureng atau macca maddapureng (mampu
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dapur atau
pekerjaan rumah tangga, Idrus: 2003). Perempuan atau
isteri diharapkan mampu mengatur keuangan rumah
tangga. Bagi isteri yang tidak bisa berperan mengatur
keuangan rumah tangga disebut baku’ sebbo’ (bakul
bocor). Sebaliknya, bila suami yang berperan mengurus
keuangan keluarga maka akan digelari kampidokang atau
macukkereng. Istilah tersebut di atas dilabelkan pada
laki-laki dan perempuan yang tidak mematuhi norma
pembagian kerja rumah tangga dan publik atau yang
biasa disebut sebagai stereotipe gender yang bisa
merugikan kedua jenis kelamin (atau kedua gender??).

Apakah budaya tersebut dimungkinkan berubah
karena perubahan masyarakat?

Pembagian kerja dalam keluarga dapat berubah dengan
adanya nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan yang disebut
sibali perri (Bugis: saling membantu dalam kesulitan)
karena hubungan suami isteri adalah hubungan
kepemilikan satu sama lain. Seorang isteri disebut
sebagai Bainena La Baco (isterinya seorang lelaki) dan
seorang suami disebut sebagai Lakkainna [ Becce
(suaminya seorang perempuan). Karena diasumsikan
kepemilikan, maka suami dan isteri harus saling menjaga
dan membantu dalam kesulitan. Nilai kepemilikan ini
bukan sepihak, yang satu memiliki dan yang lain dimiliki.

Perempuan bisa saja bekerja membantu suami mencari
nafkah, begitu pula laki-laki bisa membantu mengerjakan
pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah,
memasak, mengasuh anak dan sebagainya. Perkawinan
juga didasarkan pada nilai-nilai sipatuo sipatokkong
(Bugis: saling menghidupkan dan saling mengangkat)
serta nilai abbulo sibatang yang berarti bersatu dan
bersama dalam membangun keluarga.
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Apakah pembagian waris di Sulawesi Selatan
memperhatikan peran gender?

Pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan itu, dua
berbanding satu. Pembagian waris ini digambarkan
dalam pepatah Bugis, Majjujung makkunraié (Bugis:
perempuan menjunjung) dan mallémpa uranéwé (Bugis:
laki-laki memikul dengan pundak). Maksudnya, dalam
pembagian warisan, perempuan mendapatkan satu
bagian dan laki-laki dua bagian warisan. Penjelasan
tentang pembagian warisan ini, bahwa laki-laki
mendapat dua bagian karena laki-laki mempunyai
tanggung jawab menafkahi dan membayar mabhar,
sedangkan perempuan hanya mendapat satu bagian
karena bagian yang didapat itu hanya untuk dirinya
sendiri.

Dasar-dasar relasi gender di Sulawesi Selatan

Pembagian ruang/tempat untuk laki-laki dan perempuan
dalam budaya lokal Sulawesi Selatan dapat dilihat pada
pembagian ruang rumah tradisional orang Bugis yang
oleh antropolog disebut sebagai miniatur kosmos dalam
mitos I La Galigo. Dalam mitos I La Galigo, kosmos atau
alam dibagi atas tiga bagian, yaitu: alam atas di langit,
alam tengah di bumi, dan alam bawah tanah/laut. Posisi
alam itu menunjukkan status dari para penghuninya.

Rumah tradisional orang Bugis adalah rumah panggung

yang disebut bola riase’. Susunan rumah panggung itu

terdiri atas tiga ruang, yaitu:

1. Ruang di bawah atap yang disebut rakkéang (Bugis).
Ruang ini diperuntukkan untuk menyimpan barang-
barang bernilai sejarah. Ruang ini juga dijadikan
sebagai lumbung padi.
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2. Ruang bagian tengah yang disebut ellé bola
(Bugis)/kale balla’ (Makassar). Ruang ini adalah
ruang tempat tinggal yang terdiri atas: ruang tamu,
ruang tidur, ruang makan dan ruang dapur).

3. Ruang di bawah rumah yang disebut awa bola(Bugis)
atauawa sao(Makassar). Ruang ini adalah tempat
menyimpan binatang peliharaan dan alat-alat mata
pencaharian hidup dan tempat istirahat di siang hari
(di balé-balé).

Rakkéang dan awa bola disimbolkan kepada laki-laki
sebagai pelindung. Ellé bola/kale balla’ atau laleng pola
adalah ranah perempuan yang dilindungi, baik dari atas
maupun dari bawah.

Rakkéang

Ellé bola/kale

Awa
bola/awa sao

Gambar 9. Simbol pembagian ranah dalam rumah kosmik

Ellé bola/kale balla’ atau laleng pola adalah tempat kaum
perempuan melakukan aktifitas rumah tangga seperti
memasak, mencuci, mengasuh anak, membersihkan
rumah dan sebagainya. Tempat ini adalah tempat yang
aman bagi perempuan. Perempuan tidak cocok bekerja
di luar rumah, karena dianggap tidak aman bagi mereka
dan bisa merusak nama baik keluarga apabila terjadi hal-
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hal yang tidak dikehendaki. Akibatnya, keluarga akan
menanggung malu (siri’). Untuk menjaga siri’, perempuan
tidak cukup hanya tinggal di rumabh, tetapi mereka harus
pindah ke bagian belakang rumah apabila ada tamu laki-
laki di ruang tamu bagian depan. Pembagian ruang
berdasarkan gender itu sangat stereotipikal, dan
membatasi ruang perempuan untuk berkiprah.

Laki-laki yang disimbolkan pada bagian atas dan bawah
rumah tradisional orang Bugis itu, berperan sebagai
tomasiri’ (pelindung dan pengaman) dalam keluarga.
Apabila siri’ suatu keluarga terancam, maka laki-laki
sebagai tomasiri’ (keluarga dari orang-orang yang akan
membuat malu keluarga. Aturan atau disebut norma
gender ini sangat bagus untuk kaum perempuan yang
dilindungi oleh laki-laki. Yang menjadi permasalahan
norma perempuan dilindungi dan laki-laki melindungi
akan memunculkan beberapa dampak negatif yang
merugikan kaum perempuan. Misalnya, perempuan
terbatas untuk beraktifitas di luar rumah kalau tidak
didampingi oleh laki-laki yang berfungsi sebagai
tomasirt’.

Apa sajakah masalah-masalah gender yang ada
dalam masyarakat Bugis Makassar?

Masalah-masalah gender yang dialami masyarakat di
seluruh dunia termasuk di Indonesia juga terdapat di
Sulawesi Selatan. Permasalahan gender termasuk
kesenjangan gender dimana perempuan masih berada
pada posisi tertinggal dari laki-laki di berbagai sektor
kehidupan  publik. Dalam  kehidupan keluarga,
perempuan dan anak juga masih rentan menjadi korban
kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, negara
mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga (UUP KDRT) No. 23 Tahun 2004.
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Beberapa permasalahan gender yang ada secara

universal juga ditemukan di Sulawesi Selatan, misalnya:

e Pemberian label pada perempuan sebagai
makhluk yang lemah dan tidak bisa menjaga diri. Ini
dikenal dengan istilah “stereotype” (bahasa Inggris).
Akibatnya perempuan tidak boleh meninggalkan
wilayah rumah tangga. Perempuan itu makhluk
lemah, sehingga tidak bisa jadi pemimpin. Anggapan
bahwa perempuan sebagai makhluk lemah sehingga
laki-laki bisa melakukan kekerasan (Inggris: violence),
baik fisik seperti memukulinya, maupun kekerasan
psikis seperti mencaci makinya. Stereotipe yang lain,
yaitu perempuan hanya dianggap cocok untuk
mengambil bidang ilmu sosial dan pendidikan,
sedangkan bidang teknik dianggap hanya cocok untuk
laki-laki. Hal ini berkaitan dengan bidang pekerjaan
yang akan digelutinya nanti.

e Diskriminasi terhadap perempuan dalam
berbagai aspek kehidupan seperti diskriminasi
dalam melakukan aktifitas di luar rumah, antara lain:
menuntut ilmu dan bekerja untuk mencari nafkah.
Diskriminasi dalam menuntut ilmu, terjadi apabila
perempuan tidak bisa melanjutkan pendidikan pada
jenjang yang lebih tinggi karena lokasinya jauh dari
rumah. Perempuan dianggap lemah dan tidak bisa
melawan kalau ada gangguan terhadap mereka.
Dengan alasan keamanan, perempuan hanya boleh
diizinkan melanjutkan pendidikan di tempat yang
tidak jauh dari tempat tinggalnya. Diskriminasi yang
dialami perempuan juga dalam hal promosi pekerjaan
dan jabatan. Terkadang seorang suami tidak memberi
kesempatan kepada isterinya untuk bekerja di luar
rumah, padahal isterinya mempunyai kesempatan
yang baik. Larangan suami itu hanya karena merasa
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gengsi kalau perannya sebagai pencari nafkah diambil
alih oleh isterinya.

Beban berlebih: Perempuan yang bekerja di luar
rumah akan mengalami beban berlebih atau biasa
disebut beban ganda. Hal ini disebabkan karena
anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah
tanggung jawab perempuan, sedangkan pekerjaan di
luar rumah itu hanya membantu suami mencari
nafkah. Sebaliknya, suami yang hanya tinggal di
rumah merasa gengsi mengerjakan pekerjaan rumah
tangga karena beranggapan bahwa itu bukan
tanggung jawabnya.

Marginalisasi atau peminggiran terhadap
perempuan. Banyak perempuan sering tidak
tersentuh dengan bantuan-bantuan, baik berupa
materi atau berupa bantuan tehnis yang diberikan
kepada masyarakat. Bantuan kepada masyarakat
biasanya ditujukan kepada kepala keluarga. Aturan
bahwa yang berperan sebagai kepala keluarga itu
adalah laki-laki, maka perempuan yang mengepalai
keluarga, apakah karena dia janda atau tidak menikabh,
tidak akan tersentuh dengan bantuan-bantuan
tersebut. Akibatnya, perempuan-perempuan itu tidak
akan pernah mendapat bantuan.

Subordination atau penomorduaan. Perempuan
dianggap sebagai warga nomor dua. Mereka dianggap
memiliki kualitas rendah/bawah dibandingkan laki-
laki, sehingga dalam promosi jabatan dan pemberian
gaji, perempuan selalu dinomorduakan.
Penomorduaan perempuan terkait juga dengan
tanggung jawab mereka dalam rumah tangga dimana
perempuan yang bekerja selalu dianggap sebagai
pencari nafkah tambahan.
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Adakah falsafah kedaerahan yang berlaku umum baik
untuk laki-laki dan perempuan dalam masyarakat
Sulawesi Selatan?

Masyarakat Sulawesi Selatan memiliki falsafah

kedaerahan yang berlaku umum, baik untuk laki-laki

maupun untuk perempuan. Dalam buku Lontara’

(catatan yang ditulis di atas daun lontar) yang kemudian

diwariskan dari generasi ke generasi dalam lingkungan

masyarakat suku Bugis-Makassar, disebutkan bahwa
watak atau falsafah hidup orang-orang Bugis-Makassar
itu, tergambar sebagai berikut:

- Jangan permalukan dia, sebab dia akan memilih, lebih
baik mati daripada dipermalukan (Bugis: “4ja
mupakasiriwi, matei-tu”).

Jangan kecewakan dia, sebab apabila dikecewakan
pasti meninggalkan anda (Bugis: “Aja mubelléiwi,
nabbokoriko-tu”).

Pada hakekatnya, sikap mental atau pandangan hidup
orang Bugis-Makassar pada umumnya sama atau sejalan
dan bertalitemali dengan sikap mental orang-orang
Makassar, karena berdasarkan kisah awal mula lahirnya
kedua suku ini (Bugis-Makassar), yang berasal usul dari
satu sumber rumpun (leluhur).

Orang-orang Bugis-Makassar mengutamakan sifat-sifat
harga diri dan kesetiakawanan (loyalitas), yang dinilai
sebagai unsur siri’ (malu/harga diri) dan paccé atau
passe (berempati). Bagi pihak-pihak yang terkena siri’
tetapi hanya diam (tanpa aksi-aksi perlawanan), dijuluki
sebagai tau ténasiri’'na (tak punya rasa malu atau tak
punya harga diri). Atau dalam bahasa Bugis
diungkapkan sebagai tau makurangsiri’ (orang yang tak
ada harga diri).
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Pacé dan pesse (empati) digambarkan sebagai rasa yang
menyayat hati, pilu bagaikan tersayat sembilu apabila
sesama warga masyarakat ditimpa kemalangan
(musibah). Perasaan yang demikian ini merupakan
suatu pendorong kearah solidaritas dalam berbagai
bentuk terhadap mereka yang tertimpa kemalangan
seperti diperkosa dan sebagainya, maka dapat
disimpulkan bahwa siri’ atau paccé atau pesse selalu
selaras dalam pemaknaannya.

Siri” dalam pola hidup atau adat istiadat Bugis-Makassar
merupakan falsafah hidup. Misalnya:
Siri’ sebagai harga diri atau kehormatan
Mappakasiri’ (dinodai kehormatannya)
Ritaroang siri’ (ditegakkan kehormatannya)
Passampo siri’ (penutup malu)
Tomasiri'na  (keluarga  pihak  yang  dinodai
kehormatannya), dan
Siri” sebagai perwujudan sikap tegas demi
kehormatan tersebut.

Siri’ adalah etos kultur, berisi pandangan hidup dan
pandangan dunia yang melekat pada sistem nilai yang
terjelma dalam sistem budaya, sistem sosial, dan sistem
kepribadian (personality) masyarakat. Keberlakuan nilai
ini juga dalam hubungan pergaulan laki-laki dan
perempuan, termasuk dalam urusan rumah tangga, yang
memperhitungkan kerabat dari kedua belah pihak
(suami-isteri) sebagai pihak yang memiliki siri’ sebagai
harga diri atau kehormatan.

Siri” secara harfiah adalah suatu perasaan malu.
Menurut arti kata mungkin tepat secara harfiah, tetapi
tidak cukup mewakili makna sebenarnya. Sedangkan
jiwanya dirumuskan dalam suatu batasan, ini pun akan
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terbatas pada aspek tertentu saja yang mewakili sesuai
pendekatan objek tersebut. Istilah siri’ ini bila dibahas
dalam bentuknya ada dua bagian, yaitu:
Siri” yang berasal dari pribadi yang merasakannya/
bukan kehendaknya (penyebabnya dari luar), jadi siri’
ripakasiri’.
Siri” yang berasal dari pribadi itu sendiri
(penyebabnya dari dalam) disebut siri’ masiri’.

Sedangkan dalam bentuk jenisnya ada empat yaitu:
Siri’ dalam hal pelanggaran kesusilaan,
Siri” yang dapat meningkatkan motivasi seseorang
untuk bekerja,
Siri’ yang berakibat kriminal,
Siri’ yang berarti malu-malu (masiri*-siri’).

Semua jenis siri’ tersebut dapat diartikan sebagai harkat,
martabat, dan harga diri manusia. Nilai siri” merupakan
aktualisasi potensi rohaniah manusia, pendukung
kebudayaan secara keseluruhan yang tak terpisahkan
satu dengan yang lainnya . Keseluruhan yang dimaksud
adalah komponen-komponen yang saling menentukan
dan komplementer dalam satu sistem.

Orang-orang  Bugis-Makassar = menginterpretasikan
budaya siri’ sebagai nilai luhur yang harus dijunjung
tinggi, sebagai bentuk penghargaan terhadap orang lain
(etnik lain), yang bermakna bahwa setiap orang
mempunyai “rasa malu” dan rasa malu itu harus
dihargai. Jika rasa siri’ orang lain tidak dihargai dan
diremehkan harga dirinya (membuatnya menjadi malu),
maka orang itu bisa marah, kalap, dan bahkan mungkin
membunuh orang lain yang mempermalukannya.

Azas budaya Bugis-Makassar yang tak kalah pentingnya
adalah mengutamakan sifat kemanusiaan dalam konsep
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Sipakatau (saling menghormati) sesama manusia tanpa
membedakan status dan posisi sosialnya, namun tetap
membimbing dan mengembangkan potensi untuk tujuan
kemanusiaan. Disamping itu, tutur Kkata yang
komunikatif, sopan dan santun menurut konsep
maccapi duppai ada/mabbali ada dengan tujuan atinna
tauwe ri attaneng-tanengi (hati orang tempat menanam
motivasi).

Sesungguhnya, budaya Bugis-Makassar mengandung
esensi nilai luhur yang universal. Hal ini dapat
ditemukan bahwa hakikat kebudayaan Bugis-Makassar
sebenarnya adalah bertitik sentral pada konsepsi
mengenai “tau” (manusia), bahwa manusia dalam
konteks ini, dalam pergaulan sosial, amat dijunjung
tinggi keberadaannya. Dari konsep “tau” inilah sebagai
esensi pokok yang mendasari pandangan hidup orang
Bugis-Makassar, yang melahirkan penghargaan atas
sesama manusia termasuk dalam hubungan relasi antara
laki-laki dan perempuan. Bentuk penghargaan itu
dimanifestasikan melalui sikap budaya “sipakatau”, yang
berarti saling memahami dan saling menghargai satu
sama lain secara manusiawi. Untuk mengetahui makna
“tau” (orang/manusia) dalam falsafah Bugis-Makassar,
terlihat dari metafora yang mengandung nilai-nilai
tersebut, antara lain sebagai berikut:

Antu nikanaya tau akrupa-rupai, niak tau, tau tojeng, niak
tau popo tau, akkananaji na tau.

(amnesia itu bermacam-macam. Ada manusia benar-
benar manusia, ada pula manusia sekedar dinamai
manusia, dan manusia dikatakan manusia karena ia
dapat berbicara).
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Dengan pendekatan sipakatau, maka kehidupan orang
Bugis-Makassar dapat mencapai keharmonisan, dan
memungkinkan segala kegiatan kemasyarakatan berjalan
dengan sewajarnya sesuai hakikat martabat manusia.
Seluruh perbedaan derajat sosial tercairkan, misalnya
tidak ada perbedaan antara keturunan bangsawan dan
rakyat biasa, dan sebagainya. Yang dinilai atas diri
seseorang adalah kepribadiannya yang dilandasi sifat
budaya dan karakter kemanusiawiannya.

Sikap budaya sipakatau dalam kehidupan orang Bugis-
Makassar dijabarkan ke dalam konsepsi Siri'na Paccé.
Dengan menegakkan prinsip Siri'na Paccé secara positif,
berarti seseorang telah menerapkan sikap sipakatau
dalam kehidupan pergaulan kemasyarakatan. Hanya
dalam lingkungan orang-orang yang menghayati dan
mampu mengamalkan sikap hidup sipakatau yang dapat
secara terbuka, saling menerima hubungan kekerabatan
dan kekeluargaan.

Sipakatau dalam kegiatan ekonomi, sangat mencela
adanya kegiatan yang selalu hendak “annunggalengi”
(egois), atau memonopoli lapangan hidup yang terbuka
secara kodrati bagi setiap manusia. Azas sipakatauakan
menciptakan iklim yang terbuka untuk saling
“sikatallassa” (saling menghidupi), tolong-menolong, dan
bekerjasama dalam membangun kehidupan rumah
tangga, kehidupan sosial kemasyarakatan secara adil dan
merata.

Nilai-nilai budaya Bugis-Makassar lainnya yang bisa
menjadi perekat untuk membangun hubungan yang
harmonis antar gender, diantaranya alempureng
(kejujuran), amaccang (kecendekiawanan), asitinajang
(kepatutan), agettengeng (keteguhan), siri’(malu/harga
diri), sipatuo (saling menghidupi) dan sipatokkong
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(saling membangun), selain itu juga kebersamaan. Inilah
beberapa nilai utama budaya Bugis yang sangat cocok
untuk dikembangkan dan direvitalisasi sebagai salah
satu alat perekat dalam upaya menjaga kualitas
kehidupan dan mengakui serta menghargai kemanusian
manusia lainnya.
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BABYV
GENDER DALAM ISLAM

Apakah ada masalah gender dalam Islam?

Islam memberi solusi Gender. Rasulullah dan para
sahabatnya adalah contoh bagi umat Islam dalam
menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan manusia
yang ada pada masa Rasulullah dan masa-masa
berikutnya sampai saat ini. Oleh sebab itu, masalah
gender terdapat pada budaya dan kehidupan sosial
dimana Islam berkembang. Di samping ajaran
ketauhidan dan peribadatan, Islam merupakan ajaran
yang dapat menjadi landasan nilai budaya dan norma
sosial dalam menyelesaikan masalah-masalah
kemanusiaan. Inilah yang menjadi inti Islam, yaitu
menjadi rahmah bagi seluruh alam (rahmatan lil-’dlamin)
agar manusia bisa hidup antar sesama dengan penuh
kecintaan, kedamaian serta kesejahteraan, sebagaimana
termaktub dalam QS. al-Anbiya’ (21): 107: “Dan tiadalah
Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmah bagi semesta alam”.

Ayat ini menegaskan universalitas agama Islam yang
membawa rahmah bagi seluruh alam, baik itu alam
manusia, tumbuhan, binatang, jin, malaikat maupun
seluruh jagad raya. Islam juga agama yang mengatur
seluruh lingkup kehidupan umat manusia, baik
kehidupan individu, keluarga, masyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Demikian juga mengatur seluruh aspek
kehidupan seperti aspek spiritual, pendidikan,
kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, budaya,
maupun politik, dan sebagainya
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Menurut Al-Asfahani, rahmat adalah rigqahtaqtadi al-
ihsan ild al-marhiim, perasaan halus (kasih) yang
mendorong memberikan kebaikan kepada yang dikasihi.
Dalam penggunaannya, kata rahmah dapat mencakup
kedua batasan itu dan bisa juga hanya mencakup salah
satunya, rasa kasih atau memberikan kebaikan saja.
Islam itu adalah satu tatanan kehidupan, sehingga ketika
dinyatakan sebagai rahmah bagi seluruh alam, maka
berarti agama itu mengasihi dan memberikan kebaikan
secara nyata kepada seluruh alam. Islam yang diidealkan
al-Qur'an adalah Islam yang membawa rahmah bagi
seluruh alam. ”Rahmah” merupakan ajaran yang
fundamental dan universal, yang selalu mewarnai setiap
nafas, gerak, langkah, aktifitas muslim-muslimah,
organisasi, gerakan, masyarakat Islam maupun
kebijakan-kebijakan negara, termasuk relasi dengan
sesama makhluk.

Apakah Islam mendorong kesetaraan gender?

Pada aspek gender, Islam mengajarkan kepada
pemeluknya bahwa perempuan dan laki-laki setara di
hadapan Allah. Relasi antara laki-laki dan perempuan
yang dianjurkan oleh Islam adalah dalam posisi setara,
tidak ada superioritas dan subordinasi (diunggulkan dan
direndahkan), masing-masing memiliki potensi, fungsi,
peran dan kemungkinan pengembangan diri. Perbedaan
fitrah laki-laki dan perempuan, menampakkan adanya
kekhususan yang dimiliki laki-laki dan perempuan agar
keduanya saling melengkapi dalam melaksanakan fungsi
dan perannya, baik di ranah domestik (rumah tangga)
maupun publik (masyarakat).
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Apakah al-Qur’an mengungkapkan relasi
gender?

Prinsip-prinsip relasi kesetaraan perempuan dan laki-
laki telah diisyaratkan Allah dalam al-Qur’an, yaitu :

Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba
Allah
Sebagai hamba Allah, keduanya memiliki kedudukan
setara, dan memiliki fungsi ibadah. Laki-laki dan
perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk
beriman dan beramal salih. Yang membedakan
kedudukan keduanya di hadapan Allah hanyalah kualitas
iman, takwa, pengabdian kepada Allah dan amal
salihnya. Hal ini ditegaskan Allah dalam al-Qur’an
sebagai berikut:
0250 G 30 1 s

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan
supaya mereka mengabdi kepada-Ku”
(QS. adz-Dzariyat [51]:56).
B35 G iy 5 L s g Ll g
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“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang
yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
(QS. al-Hujurat [49]:13).
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“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-
laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan” (QS. an-Nahl [16]:97).
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“Dan barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh,
baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang
beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan

mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”
(QS. an-Nisa’'[4]:124).

Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai
khalifah (wakil) Allah di muka bumi

Laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki
kesempatan dan wewenang sama menjalankan fungsi
dalam mengelola, memakmurkan dunia, dan memimpin,
sesuai dengan potensi, kompetensi, fungsi, dan peran
yang dimainkannya, sebagaimana disebutkan di dalam
Al-Qur’an, sebagai berikut:
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“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para
Malaikat:  "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan
seorang khalifah di muka bumi ..."

(QS. al-Baqgarah [2]:30).
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"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi pemimpin bagi
sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)
yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan
shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan
Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmah oleh Allah;
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”
(QS. at-Taubah [9]:71).

Penciptaan Adam dan Hawa

Adam dan Hawa bersama-sama sebagai aktor dalam
kisah al-Qur’'an tentang penciptaan manusia. Seluruh
ayat tentang kisah Adam dan Hawa sejak di surga hingga
turun ke bumi menggunakan kata ganti mereka berdua
(huma) yang melibatkan secara bersama-sama dan
secara aktif Adam dan Hawa. Ayat-ayat dimaksud, antara
lain:
» Adam dan Hawa diciptakan di surga dan
mendapatkan fasilitas surga sebagaimana disebutkan
dalam QS. al-Baqgarah (2):35
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"Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu
dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-
makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang
kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini,
yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang
zalim.”
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» Adam dan Hawa mendapatkan kualitas godaan yang
sama dari syaitan sebagaimana disebutkan dalam QS.
al-A'raf (7) :20
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“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada
keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa
yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan
berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan
mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua

tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-
orang yang kekal (dalam surga).”

» Bersama-sama melanggar norma yang digariskan
Allah dan sama-sama memakan buah khuldi, sehingga
menerima akibat jatuh ke bumi sebagaimana
disebutkan dalam QS. al-A'raf (7) : 22
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"Maka syaitan membujuk keduanya (untuk
memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala
keduanya telah mencicipi buah kayu itu, nampaklah
bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah
keduanya menutupinya dengan daun-daun surga.
Kemudian Tuhan menyeru mereka: "Bukankah Aku
telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu

dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan
itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"
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» Adam dan Hawa bersama sama memohon ampun dan
diampuni Allah sebagaimana disebutkan dalam QS. al-
A’raf (7): 23
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"Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah
menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak
mengampuni kami dan memberi rahmah kepada kami,
niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang
merugi”.

Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk
meraih prestasi dan kesuksesan. Ini, antara lain,
disebutkan dalam Surah an-Nisd’(4):124, an-Nahl (16) :
97 yang telah disebutkan di atas.

Prinsip-prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender
dalam Al-Qur’an

Salah satu cita ideal al-Qur'an ialah terwujudnya
keadilan di dalam masyarakat. Keadilan menurut al-
Qur'an tersebut mencakup segala segi kehidupan umat
manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota
masyarakat. Karena itu, al-Qur'an tidak mentolerir
segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok
etnis, warna kulit, suku bangsa dan kepercayaan,
maupun yang berdasarkan jenis kelamin.

Hak-hak berkeadilan tersebut meliputi; hak untuk hidup
atau  hifzhal-hayah  (QS. al-Maidah [5]:32), hak
beragama/berkeyakinan atau hifzh al-din (QS. al-
Bagarah [2]:256, QS. al-Kafirun [109]:6, QS.al-Maidah
[5]:44-50), hak berpikir atau hifzh al-‘aql, hak atas
sarana kehidupan atau hifzh al-mal, dan hak
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berketurunan atau hifzh al-nasl. Secara khusus, hak-hak
dasar manusia itu bisa diderivasikan menjadi hak untuk
mendapatkan kehormatan (QS. al-Isra® [17]:70, QS. al-
Ahzab [33]:72, QS. al-Bagarah [2]:30-34, QS. al-Tin [95]:
4-6), hak untuk memperoleh keadilan (sesuai QS. al-
Maidah [5]:8, QS. al-Nisa" [4]:136), hak untuk bebas dari
(sistem) perbudakan, hak untuk memperoleh
pengetahuan, hak untuk makan, dan hak-hak
kepribadian yang meliputi hak mengembangkan
sensibilitasnya sendiri dan menikmati kemurahan
Tuhan.

Adakah landasan dalam al-Qur’an dan Sunnah bagi
kesetaraan gender dalam Islam?
Terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an yang
mengemukakan kesetaraan dan tanpa diskriminasi
gender, antara lain;

QS. an-Nahl (16): 97
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Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-
laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami
beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih
baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan
perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama
dan bahwa amal saleh harus disertai iman.
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QS. an-Nisa’ (4): 124
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Barang siapa mengerjakan amal sholeh yang baik,
baik laki-laki dan perempuan sedang ia orang
beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan
mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

QS an-Nisa’ (4) 1
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Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu
yang telah menciptakan kamu dari suatu dzat, dan
dari dzat itu Allah menciptakan isterinya. Dan dari

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak.

QS. al-Hujurat (49): 13
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Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu
saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling
bertakwa.
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QS. Ali ‘Imran (3): 195
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Maka Tuhan mereka memperkenankan
permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya
Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang
beramal di antara kamu, baik laki-laki atau
perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan
dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang
berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya,
yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang
dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-
kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka
ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di
bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan di sisi
Allah ada pahala yang baik."”

Maksudnya, sebagaimana laki-laki berasal dari laki-
laki dan perempuan, maka demikian pula halnya
perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak
ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang
penilaian iman dan amalnya.

QS. al-Baqgarah (2): 187
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Dihalalkan bagimu pada malam bulan puasa
bercampur dengan isteri-isterimu. Mereka adalah
pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi
mereka.
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QS. at-Taubah (9): 71
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Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan
perempuan, sebagian mereka adalah menjadi
penolong bagi sebagian yang lain.

Demikian pula halnya dalam hadis banyak dikemukakan
menyangkut kesetaraan gender, antara lain:
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Dari Abi Sa’id berkata, Nabi bersabda: Tiada pagi hari
melainkan ada dua malaikat yang memanggil-manggil;
celakalah kaum laki-laki yang tidak memberikan hak
terhadap perempuan dan celakalah kaum perempuan

yang tidak memberikan hak terhadap laki-laki
(HR. Ibnu Majah).
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Dari ‘Aisyah, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw:
sesungguhnya orang mukmin yang lebih sempurna
keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya dan sebaik-
baik kamu adalah yang terbaik terhadap isterinya. (HR.
Turmudzi).
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Dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda: berilah izin kaum
perempuan itu untuk pergi ke masjid di malam hari.
(HR. Bukhari).

L}rbj%l;f»\w&sﬂ\dlfbww&édﬁaﬁi&o(m&;
Dari Hisyam, dari ayahnya berkata, ditanyakan kepada
‘Aisyah tentang apa yang dilakukan Nabi saw ketika
beliau di rumah? ‘Aisyah menjawab: beliau melakukan
pekerjaan seperti apa yang kalian lakukan; menyemir

sepatunya dan merapikan bajunya.
(HR. Ahmad).

Apakah Islam mengakui keistimewaan laki-laki dan
perempuan?
Ayat-ayat mengenai keistimewaan perempuan:

QS. al-Qashash (28): 7
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Dan Kami wahyukan pada Ibu Musa: Susuilah dia
dan apabila kami khawatir maka jatuhkanlah
(hanyutkanlah) ia ke sungai.

o

QS. an-Naml (27): 23
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Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang

memimpin mereka dan dia dianugerahi segala
sesuatu serta memiliki singgasana yang besar.

QS. al-Qashash (28): 23
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“..Kedua wanita (penggembala) itu berkata: “kami
tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum
pengembala-pengembala itu (laki-laki) pulang’...

Ayat-ayat di atas memberikan isyarat peran-peran yang
dapat dilakukan perempuan, baik secara reproduktif,
politik maupun masalah sosial. Ayat-ayat ini menjadi
dasar tidak adanya larangan bagi perempuan melakukan
pekerjaan reproduktif, politik dan sosial.

Ayat-ayat yang mengisyaratkan keistimewaan laki-
laki:
QS. an-Nisa’ (4): 34
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Laki-laki adalah qawwam (penjaga) bagi perempuan
dengan apa yang dilebihkan oleh Allah sebagian dari
yang lain dan telah menafkahkan sebagian dari
hartanya.

QS al Baqarah (2) 228

R
Dan wanita memiliki hak yang seimbang dengan
kewajibannya (dalam hal talak) menurut cara yang
makruf. Tetapi para laki-laki (suami) memiliki
kelebihan (kewajiban) daripada isterinya.

Sangat penting memberi catatan tentang kedua ayat ini
mengingat keduanya yang paling sering digunakan untuk
melegitimasi keunggulan harkat kemanusiaan laki-laki
daripada perempuan.

Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya



Qawwam dalam QS. An-Nisa (4):34; ada perbedaan
pemaknaan dalam terjamah al-Qur’an. Dalam Terjemah
bahasa Inggris yang resmi dikeluarkan Pemerintah Saudi
Arabia, Qawwam dimaknai maintainer (penjaga).
Terjamahan resmi Iran menyatakan: maintainer and
protector (penjaga dan pelindung). Muhammad Asad dari
Pakistan mengartikan to take a full care (menjaga dengan
sepenuhnya). Yusuf Ali mengartikan sama dengan
Pemerintah Saudi Arabia. Terjemahan Kementerian
Agama RI menuliskan gawwam sebagai pemimpin.
Namun dalam cetakan terbaru sudah diubah menjadi
pelindung.

Kalimat ‘derajat’ dalam surah al-Baqgarah (2):228
dimaknai berbeda oleh ulama Kklasik dan kontemporer.
Contoh perbedaan penafsiran ‘derajat, terdapat pemikir
mengatakan “laki-laki memiliki derajat (keunggulan) di
atas perempuan. Di lain pihak, menyatakan: “laki-laki
memiliki satu derajat (tanggungjawab) di atas isterinya.
Perbedaan antara (keunggulan) dan (tanggungjawab)
memiliki konsekuensi yang sangat jauh. Karena ayat ini
berbicara masalah talak, maka menurut sarjana Islam
kontemporer seperti, Nazaruddin Umar, mengatakan
bahwa kelebihan derajat yang dimaksud ayat ini adalah
derajat kewajiban pemberian nafkah anak yang harus
diberikan laki-laki sebagai ayah. !

1Pada awal abad XX gender mulai menjadi wacana pemikiran
Islam. Nama-nama Qasim Amin, Aisyah Taymuriah, penulis dan penyair
Mesir, Zaynab Fawwaz, esais Libanon, Rokeya Sakhwat Hossain dan
Nazar Sajjad Haydar, Malak Hifni Mesir, Taj al-Shaltanah dari Iran,
serta Fatma Aliye dari Turki, dapatlah disebut sebagai feminisme
muslim, walaupun mungkin mereka belum menggunakan istilah
feminisme atau gender yang notabene Barat sentris. Paling tidak, dari
tulisan-tulisan mereka terlihat bahwa mereka sedang melakukan
proses penyadaran perempuan atas ketertindasannya. Lihat Budy
Munawar Rachman, Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman,
(Jakarta: Paramadina, 2000) h.390-391. Kajian-kajian gender dengan
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Bagaimana landasan Islam dalam relasi keluarga
yang berkesetaraan?

Jika benar-benar diimplementasikan, prinsip-prinsip
kesetaraan dalam Islam, maka dapat memudahkan untuk
mewujudkan cita-cita Islam sebagai rahmah bagi semua
alam. Karena itu, nilai-nilai kesetaraan tersebut
seharusnya dijadikan dasar utama memahami relasi laki-
laki dan perempuan, termasuk dalam membangun
masyarakat dan keluarga.

Pengejawantahan nilai-nilai kesetaraan di atas sejatinya
teraplikasi  dalam  kehidupan  manusia  untuk
mewujudkan kerahmatan agama Allah ini, antara lain
dalam membangun Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah
dilandaskan pada lima asas yaitu: “Asas karamah
insaniyyah, asas pola hubungan kesetaraan, keadilan,
asas mawaddah wa rahmah, serta asas pemenuhan
kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat (al-faldh).

Asas karamah insaniyyah

Asas ini menempatkan manusia (laki-laki dan
perempuan) sebagai makhluk Tuhan yang memiliki
kemuliaan dan kedudukan utama. Allah menciptanya
dengan dibekali berbagai macam potensi,
memuliakannya dengan memberikan berbagai macam
keutamaan dan memilihnya menjadi wakil Allah untuk
memakmurkan dunia dan mewujudkan kesejahteraan
ummat manusia. Pandangan kemanusiaan ini dilandasi
pesan normatif Allah dalam QS. al-Isra’ (17) : 70

studi negara Timur Tengah dapat dilihat pada, Islam, Gender & Social
Change, Yvone Yazbeek Haddad, (New York: Oxford University Press,
1998). Lihat pula Nasaruddin Umar. Bias Jender dalam Penafsiran al-
Qur’an.(Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002).
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"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak
Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan,
Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Kemuliaan manusia, karena dia memiliki kelebihan-
kelebihan, di antaranya ia memiliki potensi
keberagamaan, moral, indra, akal, hati nurani yang dapat
membedakan perbuatan baik, mulia, utama, dan patut
serta perbuatan yang buruk, hina dina, tidak utama, dan
tidak patut. Dalam Keluarga Sakinah, setiap anggota
keluarga saling memuliakan, menghargai, dan saling
mendukung dalam mewujudkan keberhasilan serta
kebahagiaan lahir dan batin. Dalam pergaulan
kemanusiaan, juga dikembangkan sikap penghargaan
terhadap sesama manusia sebagai pribadi yang memiliki
keutamaan, potensi baik, unggul, dan
memberlakukannya secara adil dan ihsan, sehingga
terwujud harmoni kehidupan bermasyarakat. Dengan
asas karamah insaniyah ini, dapat menghindarkan diri
dari tindak kekerasan dan ketidakadilan. Jadi, Keluarga
Sakinah menjamin tumbuh kembang semua anggota
keluarga sesuai dengan potensinya, menghadirkan kasih-
sayang dan menghindari segala bentuk kekerasan.

Asas hubungan kesetaraan

Pola hubungan antar anggota dalam Keluarga Sakinah
bersifat kesetaraan, yaitu pola hubungan antar manusia
yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua
manusia mempunyai nilai sama. Perbedaan status dan
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peran seseorang tidak menimbulkan perbedaan nilai
kemanusiaannya di hadapan orang lain, dan hanya
tingkat ketakwaan yang membedakan nilai kemanusiaan
seseorang di hadapan Allah SWT. Hubungan kesetaraan
yang dilandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan
ketakwaan dimaksud, diabadikan Allah dalam QS. al-
Hujurat (49) : 13
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"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang

yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

i

L

Pola hubungan antar anggota keluarga yang didasarkan
pada kesetaraan nilai kemanusiaan mendorong
munculnya sikap tafdhum (saling memahami, tasdmuh
(toleransi) dan penghargaan terhadap orang lain walau
status dan wusianya berbeda. Pola hubungan ini
menghindarkan sikap subordinatif, eksploitatif, dan
tindak kekerasan terhadap orang lain. Kesetaraan
mendorong munculnya sifat dialogis, saling menghargai
dan saling mengisi informasi, sehingga menyuburkan
rasa kasih sayang antar anggota keluarga dan
memunculkan suasana yang kondusif  bagi
perkembangan potensi-potensi kemanusiaan, serta
mengendalikan sifat-sifat egoistik seseorang.
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Asas keadilan

Keadilan merupakan ajaran yang bersifat universal.
Semua agama maupun faham mengajarkan dan
membudayakan keadilan, sesuai dengan teologi maupun
ideologi yang mendasarinya. Dalam diri manusia,
terdapat potensi ruhaniyah yang membisikkan perasaan
keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus
ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan telah
menodai esensi kamanusiaan. Islam yang misi utamanya
rahmatan lil ‘alamin, pembawa rahmah bagi seluruh
alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.

Al-Qur’an tidak mendefenisikan adil, tetapi menunjukkan
praktek  penegakan keadilan, menghargai dan
mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil,
sebaliknya melarang dan mencela tindak ketidakadilan.
Dalam al-Qur’an, keadilan merupakan asas yang harus
dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktifitas
kehidupan. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat
dengan takwa; Kkeadilan merupakan refleksi dari
ketakwaan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT
dalam QS. al-Maidah (5) : 8
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” ... Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan
komprehensif. Allah memberikan pengajaran kepada
manusia agar menegakkan keadilan, sekaligus berbuat
ihsan, menebar kebaikan kapada keluarga, kerabat dan
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umat, menghindarkan diri dari perbuatan Kkeji,
kemungkaran dan permusuhan, seperti diisyaratkan
dalam QS. an-Nahl (16) : 90
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.”

Implementasi berbuat adil dalam keluarga, dimulai dari
adil terhadap diri, kemudian diikuti adil pada pasangan,
anak-anak, orang tua, serta kerabat. Adil terhadap diri,
dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak
diri, baik kebutuhan badani, jiwani, spiritual, maupun
sosial secara seimbang dan baik. Adil terhadap keluarga,
nampak sikap dalam memperlakukan dan memenuhi
hak-hak semua anggota keluarga secara baik dan
seimbang; demikian juga apabila terdapat penyimpangan
perilaku anggota keluarga, mampu menegakkan
kebenaran dengan adil dan baik. Allah telah men
gingatkan agar keadilan dapat ditegakkan dalam
keluarga, meskipun berat melakukannya, seperti firman
Allah dalam QS. an-Nisa’ (4): 135 yang terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena
Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan
kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka
Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata)
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atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah
adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan.”

Asas mawaddah warahmah (kasih sayang)

Mawaddah wa rahmah dalam keluarga adalah keadaan
jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang
memiliki perasaan lekat secara suka rela pada orang lain,
yang diikuti oleh dorongan dan usaha untuk menjaga dan
melindunginya. Mawaddah wa rahmah merupakan
perekat antar anggota keluarga yang menimbulkan rasa
saling pengertian, penghormatan, tanggung jawab antara
yang satu dengan yang lainnya, serta kecenderungan
kepada anggota keluarga yang lain yang menjadi sumber
suasana ketentraman, kedamaian, keharmonisan,
kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran, dan
keterbukaan dalam rumah tangga, untuk terwujudnya
kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang diridhai Allah
SWT. (QS. Ar-Rtim [30]: 21).

Singkatnya, mawaddah wa rahmah dalam suatu keluarga
merupakan perekat yang mendorong tumbuhnya rasa
saling mencintai, membutuhkan, melindungi, dan
menghormati antar anggota keluarga, sehingga
terbentuk suasana aman, tenteram, dan damai dalam
keluarga.

Asas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sejahtera Dunia
Akhirat

Keluarga Sakinah adalah bangunan keluarga yang
dirancang untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok
keberlangsungan dan kesejahteraan yang mengandung
kemaslahatan dan keberkahan hidup dunia akhirat.
Senada dengan prinsip ini, al-Qur'an menganjurkan
setiap manusia berdoa untuk memperoleh keberkahan
dunia akhirat. QS. al-Bagarah (2) : 201
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Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan
kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di
akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.”

Bagaimana peran gender dan peran reproduksi
dalam Islam dilaksanakan?

Secara fitrah manusia lahir membawa beberapa potensi
kemanusiaan yang akan berkembang selama hidupnya.
Untuk mengembangkan potensinya, manusia memiliki
berberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh keluarga.
Pernikahan yang mengambil pijakan pembinaan
keluarga sakinah, dan keluarga sakinah berpijak pada
prinsip demokratis, dan dalam keluarga yang demokratis
tidak ada superioritas dan subordinasi (diunggulkan dan
direndahkan). Secara normatif, tanggungjawab dalam
keluarga, diisyaratkan dalam QS. an-Nisa’ (4) : 34
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“Kaum laki-laki (suami) itu adalah penanggungjawab
bagi kaum perempuan (isteri) oleh karena Allah telah
melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang
lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari
harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh,
ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika

suaminya tidak bersamanya, oleh karena Allah telah
memelihara (mereka)...”
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Ayat tersebut menempatkan suami sebagai al-qgiwdmabh,
yaitu sebagai penanggungjawab tegaknya keluarga.
dengan syarat memiliki kelebihan (kompetensi) dan
kepemimpinan untuk dapat bertanggung jawab terhadap
keluarga dan memberikan nafkah kepada anggota
keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Menurut
literatur tafsir modern seperti al-Manar (karangan
Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla), memberikan
penjelasan bahwa kepemimpinan dimaknai dengan
mendasarkan prinsip-prinsip dasar hubungan suami-
isteri yang mencerminkan keselarasan, keadilan dan
nir-kekerasan. Dalam tafsir ini dinyatakan bahwa
kepemimpinan suami bagi isterinya itu memiliki fungsi-
fungsi himayah (membela), ri‘dyah (melindungi), wildyah
(mengampu) dan kifayah (mencukupi). Al-giwamah
bukan berarti dominasi dan kekuasaan dari
penanggungjawab, tetapi merupakan beban dan
tanggungjawab yang harus dipenuhi. Dalam hal suami
tidak mampu melaksanakan fungsi al-giwamah, misalnya
suami  sakit yang berkepanjangan  (termasuk
keterbatasan mental), atau suami meninggal dunia, atau
suami pergi tidak ada kabar beritanya, suami tidak
berpenghasilan, maka fungsi tanggungjawab keluarga
dan memberikan nafkah beralih kepada isteri. Pihak
keluarga suami harus juga ikut memberikan dukungan
nafkah bagi keluarga.

Nafkah suami terhadap isteri, salah satunya sebagai
perimbangan terhadap fungsi reproduksi sejak haid,
hamil, melahirkan, menyusui, yang merupakan
tanggungjawab isteri untuk melanjutkan generasi
penerus. Dalam melaksanakan fungsi reproduksi, isteri
memerlukan perhatian yang besar terutama dalam hal
kesehatan, karena itu, perlu mendapatkan hak-hak
reproduksi. Hal ini ditegaskan antara lain dalam QS. al-
Bagarah (2) :233
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“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara makruf.”

Ketika suami-isteri secara bersama-sama bekerja untuk
memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, kewajiban
mencari nafkah tetap pada suami. Maka nafkah yang
diusahakan isteri merupakan kontribusi terhadap
pemenuhan nafkah keluarga. Dalam proses pelaksanaan
tanggungjawab suami dan isteri dalam keluarga,
rumahtangga dikelola secara bersama-sama. Suami-isteri
mempunyai tanggung jawab atas terlaksananya tugas-
tugas untuk tegaknya keluarga menuju Keluarga Sakinah
sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam situasi
tertentu, suami-isteri bersama-sama mencari nafkah,
saling mendukung pengembangan potensi diri, serta
melaksanakan tugas-tugas pendidikan anak dan tugas-
tugas kerumahtanggaan. Walaupun dalam keluarga,
suami sebagai gawwdm, namun persoalan dan
permasalahan keluarga senantiasa diatasi bersama
dengan musyawarah.

Apakah ada masalah gender dalam masalah
poligami?

Setiap relasi yang melibatkan laki-laki dan perempuan
tentu mengandung masalah gender, apakah menyangkut
perbedaan yang menimbulkan ketidakadilan maupun
yang tidak. Yang perlu dipahami secara seksama adalah
bahwa Islam secara berangsur-angsur mengatur
perkawinan poligami yang telah ada pada masa sebelum
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Islam agar dapat memberikan perlindungan dan keadilan
pada perempuan.

Pada prinsipnya Islam menganut monogami. Al-Qur’an
membicarakan poligami di antaranya ada dalam Surah
an-Nisa’ (4) : 2, 3, 20 dan 129. Ayat 2 dan 3 berbicara
tentang kondisi yang melatarbelakangi pengaturan
poligami, syarat adil dan batas maksimal poligami
dengan empat isteri. Ayat 20 tentang larangan
mengambil harta yang telah diberikan kepada isteri,
betapapun banyaknya, untuk biaya poligami. Dan ayat
129 tentang ketidakmungkinan seorang suami berlaku
adil terhadap isteri-isterinya dalam poligami. QS. an-
Nisa’(4):3 menghubungkan pengaturan poligami dengan
ketidakadilan terhadap anak yatim.

Dari paparan rentetan sejarah diketahui bahwa poligami
dalam Islam sebenarnya menjadi aturan yang berlaku
ketika terjadi darurat sosial, tidak dalam situasi normal
dan “darurat” individual. Dan yang perlu dicatat adalah
bahwa meskipun menjadi aturan darurat, poligami
ketika itu tetap diberi persyaratan ketat.

Selain ayat-ayat al-Qur’an, beberapa hadis Nabi juga
mengisyaratkan adanya prinsip monogami. Hadis-hadis
dimaksud antara lain:
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“.. Abu Hurairah ra. berkata, telah bersabda Rasulullah
saw.: Barangsiapa yang memiliki dua isteri dan ia lebih

condong kepada salah satunya maka pada hari kiamat ia
muncul dengan bahu miring sebelah. (HR. Ibnu Majah).
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Walaupun dalam kondisi darurat sosial poligami
diizinkan, ternyata menyisakan penderitaan bagi isteri,
orangtua, dan anak. Hal ini terungkap dalam hadis Nabi
riwayat Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu
Majah dari Mismar bin Makhramah yang mengangkat
peristiwa yang dialami keluarga puteri Nabi, Fatimah,
ketika Ali bermaksud melakukan poligami.
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Bahwasanya Miswar bin Makhramah berceritera, ia
mendengar Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar seraya
berkata: Sesungguhnya keluarga Hisyam bin al-Mughirah
meminta izinku untuk menikahkan puterinya dengan Ali
bin Abi Thalib. Aku tidak izinkan. Aku tidak izinkan. Aku
tidak izinkan. Kecuali jika Ali bin Abi Thalib lebih memilih
menceraikan puteriku dan menikah dengan puterinya
(Keluarga Hisyam). Sesungguhnya puteriku adalah darah
dagingku, menyusahkannya berarti menyusahkanku dan
menyakitinya berarti menyakitiku (HR. Bukhari, Muslim,
at-Turmudzidan Ibnu Majah).

Jika kedua hadis di atas digabungkan, dapat dipahami
bahwa hadis-hadis tentang poligami tidak menyebutkan
bahwa poligami itu perbuatan sunah atau yang
dianjurkan.
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Bagaimana memahami masalah gender dalam
hukum waris?

Hukum waris dalam al-Qur’an yang disampaikan oleh
Nabi Muhammad saw., telah mengubah hukum waris
Arab pra-Islam dan sekaligus merombak struktur
hubungan kekerabatannya bahkan juga merombak
sistem kepemilikan atas benda, khususnya harta pusaka.
Struktur masyarakat pra-Islam sangat dipengaruhi oleh
kelompok-kelompok kesukuan. Harta benda, termasuk
harta pusaka orang yang meninggal, adalah milik
sukunya. Kaum laki-laki sangat mendominasi kehidupan.
Perempuan tidak diperkenankan memiliki harta benda,
kecuali para perempuan dari kalangan tertentu. Bahkan
perempuan menjadi sesuatu yang diwariskan. Hal ini
terlihat dalam al-Qur’an surah al-Nisa’ (4):19, yang
isinya berupa teguran Allah Swt kepada orang Arab yang
suka mewarisi perempuan dengan paksa. Firman Allah
Swt dalam QS. al-Nisa’ (4):7
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“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang

wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bahagian yang telah ditetapkan.”

Ayat ini menjelaskan tentang keberadaan laki-laki dan
perempuan sebagai ahli waris, yang dinyatakan sama-
sama memperoleh bagian dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya tanpa ada diskriminasi.
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Adapun ketentuan al-Qur'an dua bagian laki-laki dan
satu untuk perempuan dalam hukum kewarisan
mempunyai latar belakang sosio-kultural dimana
ketentuan ini disyariatkan. Dua bagian laki-laki sebagai
haknya kala itu tidaklah berdiri sendiri, tetapi dibarengi
dengan kewajiban menafkahi isteri dan atau saudara
perempuan bila dalam keadaan tanpa pengampu,
sehingga ketentuan ini sangat lekat dengan
keseimbangan hak dan kewajiban secara proporsional.

Al-Qur'an sebagai firman Tuhan tidak bisa dijadikan
sumber ketidakadilan kemanusiaan, sebab
ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam agama
banyak diciptakan oleh konstruksi sosial dan kultur, dan
bukan oleh ajaran agama. Oleh karena itu, sejatinya
musyawarah menjadi mekanisme penyelesaian konflik
dalam pembagian harta warisan. Mekanisme ini adalah
bagian terpenting dari prinsip demokratis yang bebas
dari bias-bias tertentu, termasuk bias gender, seperti
ditunjukkan dalam QS. al-Syura (42):38 yang
menyatakan:
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Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan
mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka;
dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami
berikan kepada mereka.

Bagaimana memahami masalah gender pada
perbedaan kesaksian dalam Islam?

Al-Baqarah [2]: 282, yang menjelaskan tentang tata cara
memberikan kesaksian bagi perempuan dan laki-laki
menyebutkan:
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“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan... Dan
persaksikanlah dengan dua orang laki-laki-laki. Jika tidak

ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan
dua orang perempuan.

Secara eksplisit dinyatakan bahwa nilai kesaksian
seorang laki-laki sebanding dengan nilai kesaksian dua
orang perempuan. Namun perlu diperhatikan bahwa
ayat tersebut ditujukan pada persoalan yang berkaitan
dengan transaksi keuangan yang tidak menyinggung
pada persoalan lain. Hal lain yang perlu menjadi
perhatian bahwa, pada masa pembentukan hukum Islam
kala itu, kondisi perempuan dalam bidang keuangan dan
transaksi memang kurang memadai dibanding dengan
penguasaan laki-laki dalam sektor ini. Muhammad
Abduh (pembaharu Islam dari Mesir) mengungkapkan
bahwa nilai kesaksian seorang laki-laki sebanding
dengan nilai kesaksian dua orang perempuan dalam ayat
ini tidak menunjukkan adanya kewajiban, tetapi sebagai
anjuran saja, karena seandainya perbandingan ini
diperuntukkan pada semua bentuk kesaksian dalam
berbagai sektor kehidupan, tentulah  al-Qur’an akan
secara konsisten menyatakan hal yang sama secara
tegas.2 Juga perlu dicatat bahwa ayat di atas menyatakan
perempuan yang menjadi saksi pada dasarnya satu dan
yang satunya bertindak sebagai pengingat.

2 Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Tafsir al-Manar (Beirut:
Dar al-Fikr, Jilid III), h. 124.
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